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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang pada dirinya melekat harkat 

dan martabat, yang harus di lindungi.1 Hal ini telah diatur dalam Pasal 28B 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.”2 Perlindungan anak sendiri berarti segala usaha 

yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan 

hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial.3  

Perlindungan anak saat ini menjadi isu yang hangat di perbincangkan di 

kalangan masyarakat. Contohnya seperti Kekerasan, Eksploitasi, dan tindak 

pidana lain yang menjadikan anak sebagai korban. Hal ini menunjukan bahwa 

perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia belum cukup maksimal. 

Sehingga upaya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana 

harus segera dilakukan baik dari lapisan masyarakat yang dimulai dari lingkup 

keluarga serta peran pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan 

juga supaya hak anak terpenuhi secara maksimal agar anak dapat hidup, 

berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan. 

                                                             
1Maidin Gultom, Perlindungan hukum Terhadap Anak Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, 2008, hlm. 18. 
2 Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
3Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40. 
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Perlindungan Anak merupakan komiten bangsa, bahwa menghormati, 

melindungi dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab Negara, Pemerintah, 

Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua. Karena isu utama peningkatan kualitas 

hidup manusia suatu Negara adalah bagaimana Negara tersebut mampu 

melakukan perlindungan anak yaitu mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, 

serta mampu mengimplementasikannya.4  

Indonesia dengan segala perkembangan hukumnya telah memiliki aturan 

khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Dimana di dalamnya menjelaskan bahwa orang tua, keluarga, negara, 

pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak anak sebagai bagian dari 

hak asasi manusia. Hak tersebut meliputi: 

a. hak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  

wajar sesuai    dengan    harkat    dan    martabat    kemanusiaan,    serta    

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

b. berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan : 

- diskriminasi 

- eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual  

- penelantaran  

- kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan  

- ketidakadilan  

- perlakuan salah lainnya  

c. berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

- penyalahgunaan dalam kegiatan politik 

- pelibatan dalam sengketa bersenjata 

- pelibatan dalam kerusuhan sosial 

- pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan 

- pelibatan dalam peperangan  

- kejahatan seksual 

d. berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi  

e. Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  

atau  yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan 

                                                             
4 Nelli Herlina dan Hafrida, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban 

Kekerasan Seksual Di Wilaah Hukum Kota Jambi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, Nomor 2, 2016 

Hlm 95. http://repository.unja.ac.id/619/ 



3 
 

f. Setiap   anak   yang   menjadi   korban   atau   pelaku   tindak   pidana   

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya 

 

Hal ini berarti manusia wajib memberi yang terbaik bagi anak-anak. Adapun 

beberapa asas mengenai hak-hak anak yang tersirat di dalam deklarasi diatas 

antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Anak wajib dilindungi dari berbagai macam kekerasan, kelalaian dan 

penghinaan; tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, tidak boleh 

subjek perdagangan; tidak bolelh dilibatkan dalam pelkelrjaan yang 

melrugikan kelselhatannya, pelrkelmbangan tubuh, pelndidikannya, akhlak 

dan jiwanya. 

2. Anak wajib dilindungi dari pelrbuatan diskriminasi sosial, agama 

ataupun selmua belntuk diskriminasi lain. Anak harus dibelsarkan delngan 

selmangat pelrsahabatan dan tolelransi antar bangsa, selrta pelrsaudaraan 

selmelsta delngan kelsadaran bahwa bakat dan telnaganya harus diabdikan 

pada manusia.5 

 

Pada pelnulisan ini pe lnulis fokus pada pelrlindungan hukum pada anak 

korban elkploitasi selksual, selpelrti pornografi, pe llacuran, pelrdagangan, pariwisata 

selks dan pelrkawinan anak. Prostitusi a lnalk aldallalh tindalkaln melna lwalrkaln 

pellalya lnaln altalu pellalyalnaln lalngsung seloralng alnalk untuk mellalkukaln tindalka ln 

selksuall delmi me lndalpaltkaln ualng altalu imba llaln lalin. Seldalngkaln pelrdalgalngaln alna lk 

untuk tujualn selksuall aldallalh prosels pelrelkrutaln, pelmindalhaln-talngalnaln altalu 

pelnalmpungaln daln pelnelrimala ln alnalk untuk tujualn elksploitalsi selksuall. Sertal 

pornogralfi alnalk aldallalh pelrtunjukaln alpalpun telrmalsuk foto, pelrtunjukaln visuall, 

aludio, tulisaln altalu delngaln calral alpal saljal yalng mellibaltkaln alnalk dallalm alktivita ls 

selksuall yalng nya ltal altalu yalng melnalmpilkaln balgia ln tubuh alnalk delmi tujualn-tujualn 

telrtelntu. Oleh kalrena l itu, penulis menga lmbil focus penelitialn eksploitalsi seksua ll 

dallalm kaltegori perdalgalngaln alnalk untuk tujualn seksuall. 

                                                             
5Maidin G., Pelrlindungan Hukum Telrhadap Anak dalam Sistelm Pe lradilan Pidana Anak 

di Indonelsia, PT. Relfika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 55. 
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Lelmahnya pelngawasan dari pelmelrintahan telrhadap pellaku elksploitasi anak 

dibawah umur melngakibatkan pellaku elksploitasi anak akan selmakin melrajalella. 

Seljumlah kasus melnunjukkan bahwa pihak belrwajib ikut telrlibat dalam 

pelmbongkaran sindikat bisnis anak-anak, baik yang dilakukan di dalam maupun 

yang dikirim di luar ne lgelri.6 Diantara kasus-kasus yang mellibatkan 

(melngorbankan) anak pelrelmpuan di bawah umur, salah satu opelrandi yang 

digunakan adalah pe lnipuan.7 Selbagian dari me lrelka adakalanya tidak melngeltahui 

kalau dirinya nantinya akan dijadikan selbagai objelk dari tindak keljahatan yakni 

salah satunya elksploitasi anak dibawah umur. Rata-rata melrelka yang masih 

belrumur di bawah 18 tahun yakni antara usia 10-16 tahun yang selbellumnya sama 

selkali tidak me lngelnal hubungan selksual, karelna me lmang usianya yang masih 

muda bellia dipaksa untuk mellakukan hubungan selksual akibatnya melrelka 

dipelrkelrjakan me lnjadi pelkelrja selks komelrsial. 

E Lksploitasi selksual yang telrjadi pada anak melnimbulkan dampak buruk 

telrhadap diri anak selpelrti telrganggunya pelrtumbuhan dan pelrkelmbangan anak 

baik se lcara fisik maupun psikis selrta anak juga akan melndapatkan belrbagai 

masalah elmosional, psikologis maupun fisik yang belrat. Kelkelrasan fisik yang 

dialami belrsamaan delngan elksploitasi selksual telrhadap anak dapat melngakibatkan 

luka, rasa sakit dan rasa takut seldangkan masalah psikologis selrius yang 

ditimbulkan ole lh elksploitasi selksual dapat melnyelbabkan rasa belrsalah, rasa 

relndah diri, delprelsi dan dalam belbelrapa kasus dapat melnyelbabkan telrjadinya 

                                                             
6Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Pelrlindungan telrhadap Korban Kelkelrasan Selksual 

(Advokasi atas Hak Asasi Pelre lmpuan), Relfika Aditama Bandung, Bandung, 2001, hlm. 10. 
7Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Ibid. 
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bunuh diri.8 Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual juga mengalami 

dampak pada masa pertumbuhan mereka. Tidak hanya berdampak pada masalah 

fisik seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan 

gangguan organ reproduksi, tetapi juga berdampak pada masalah psikologis anak 

seperti gangguan konsep diri, gangguan emosi, perubahan perilaku, dan trauma 

yang mendalam pada anak. 

Tiap tahun, terdapat jutaan anak perempuan dan laki-laki dipenjuru dunia 

yang mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual. Seorang anak dapat menjadi 

korban pelecehan dan eksploitasi seksual di rumah, di sekolah, maupun 

dilingkungan masyarakat. Sedikitnya 120 juta anak perempuan diseluruh dunia 

yang berusia dibawah 20 tahun, sekitar 1 dari 10 anak pernah mengalami 

kekerasan seksual maupun tindakan seksual lainnya, meskipun angka sebenarnya 

jauh lebih tinggi. Hal ini me llanggar keltelntuan hukum yang belrlaku yang telrdapat 

dalam Pasal 88 Undang-Undang Pelrlindungan Anak yang belrbunyi “Seltiap orang 

yang mellanggar keltelntuan selbagaimana dimaksud dalam Pasal 76I yang belrbunyi 

“ Seltiap orang dilarang me lnelmpatkan, melmbiarkan, me llakukan, me lnyuruh 

mellakukan, atau turut se lrta me llakukan elksploitasi selcara elkonomi dan/atau 

selksual telrhadap anak”, dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 10 (selpuluh) 

tahun dan/atau delnda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”  

Anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Pasal 66 dijelaskan bahwa anak mendapat 

perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 ayat (2) huruf d dan hal itu merupakan 

                                                             
8Ermanita Permatasari, Diah Trismawati, Muh.Fahimul Fuad dan Damanhuri, 

“Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis Normatif 

dan Psikologis”, AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, Hlm. 221. 
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kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus 

bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual dilakukan melalui: 

a. pelnyelbarluasan dan/atau sosialisasi ke ltelntuan pelraturan pelrundang-

undangan yang belrkaitan delngan Pelrlindungan Anak yang dielksploitasi 

selcara elkonomi dan/atau selksual; 

b. pelmantauan, pellaporan, dan pelmbelrian sanksi; dan 

c. pellibatan belrbagai pelrusahaan, selrikat pelkelrja, lelmbaga swadaya 

masyarakat, dan Masyarakat dalam pelnghapusan elksploitasi telrhadap 

Anak selcara elkonomi dan/atau selksual.”9 

 

Belirbalgalii upalya l pelirliindungaln hukum telirhaldalp alnalk korbaln elksploitalsi 

selksuall di Kotal Jalmbi sudalh diilalkuka ln balik pelimeliriintalh malupun berbagai instansi 

lainnya, yalng selijallaln delingaln alsals pelirsalmalaln diihaldalpaln hukum altalu eliqualliity 

beliforeli theli lalw yalng melirupalkaln salla lh saltu alsals pelintiing dallalm neligalral hukum, 

selibalgaliimalnal diialmalnaltkaln dallalm Palsall 28D ALyalt (1) UUD NRIi Talhun 1945 yaliitu 

“Selitiialp oralng belirhalk altals pelingalkualn, jalmiinaln, pelirliindungaln daln kelipalstiia ln 

hukum yalng aldiil selirtal pelirlalkualn yalng salmal diihaldalpaln hukum” telirbuktii delingaln 

belirbalgalii alturaln yalng diibelintuk untuk me liliindungi alnalk dalrii tiindalk piidalna l 

elksploitalsi kelkelralsa lnal selksuall. Nalmun delingaln malsiih tingginyal kalsus elksploitalsi 

selksuall paldal alnalk melimbuktiikaln balhwal pelilalksalnalaln alturaln telirselibut malsih belilum 

malksiima ll. 

Pada pelnulisan ini pe lnulis fokus pada pelrlindungan hukum pada anak 

korban elkploitasi selksual delngan sasaran di Kantor Unit Pellaksana Telknis Daelrah 

Pelrlindungan Pe lrelmpuan dan Anak di Kota Jambi. Melnurut Kelpala Unit 

Pellaksana Telknis Daelrah Pelrlindungan Pe lrelmpuan dan Anak di Kota Jambi yaitu 

Ibu Rosa Rosilawati, data anak pe lrelmpuan korban eksploitasi se lksual selbagai 

belrikut: 

                                                             
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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Tabell 1: Jumlah Kasus Eksploitasi Selksual Telrhadap Anak di 

UPTD PPA Kota Jambi 

 

TAHUN 
JUMLAH ANAK 

L P 

Jan - Dels 2018 Jumlah:  50 Anak 6 44 

 
Jan - Dels 2019 Jumlah:  40 Anak 2 38  

 
Jan - Dels 2020 Jumlah:  53 Anak 7 46  

 
Jan - Dels 2021 Jumlah:  55 Anak 11 44  

 
Jan - Dels 2022 Jumlah:  68 Anak 1 67  

 
Jan - Nov 2023 Jumlah:  70 Anak 11 59  

 TOTAL 38 298 
 

Sumbelr: Unit Pellaksana Telknis Daelrah Pelrlindungan Anak dan Pelrelmpuan Kota 

Jambi 

 

Belrdasarkan data telrselbut di atas bahwa Jumlah kasus eksploitasi selksual 

telrhadap anak Pelrelmpuan dan laki-laki di Kota Jambi se ltiap tahunnya me lngalami 

pelningkatan. Terlihat jelas bahwa dari total 336 kasus tersebut korban anak 

perempuan lebih mendominasi dibandingkan anak laki-laki. Padahal Pasal 15 

Undang-Undang Pelrlindungan Anak delngan telgas melngatur bahwa seltiap Anak 

belrhak untuk melmpelrolelh pelrlindungan dari pelnyalahgunaan dalam kelgiatan 

politik, pellibatan dalam selngkelta belrselnjata, pellibatan dalam kelrusuhan sosial, 

pellibatan dalam pelristiwa yang melngandung unsur kelkelrasan, pellibatan dalam 

pelpelrangan dan keljahatan selksual. 

E Lkspoitasi selksual telrhadap anak dalam belntuk apapun sangat 

melmbahayakan hak hak selorang anak untuk melnikmati masa relmaja me lrelka dan 

kelmampuan melrelka untuk hidup produktif. Relhabilitasi bagi anak-anak korban 

elksploitasi selksual melrupakan selbuah prosels yang komple lks dan sulit. Anak-anak 

yang melngalami elksploitasi umumnya melnyatakan pelrasaan malu, rasa belrsalah, 



8 
 

dan relndah diri. Selcara psikologis anak-anak telrselbut tidak melmiliki sandaran 

hidup yang melmbuat rasa aman kellak seltellah delwasa.  

Selain itu juga telrdalpalt belbelralpal kelndalla-kelndallal dallalm mellalkuka ln 

pelnelgalkaln hukum paldal pelrbualtaln elksploitalsi selksuall paldal alnalk, yalkni dalri falktor 

pelnelgalkaln hukum, falktor Malsyalralkalt daln jugal falktor kelbudalyalaln. Kelndallal yalng 

telrlihalt dalri falktor pelnelgalkaln hukum telrhaldalp pellalku tindalk pidalnal elksploita lsi 

selksuall alna lk di Wilalyalh Hukum Jalmbi bisal disimpulkaln kuralng optimall, selba lb 

minimnyal peltugals altalupun kuallitals dalri sumbelr dalya l malnusia l yalng alhli dalla lm 

melnyellelsalikaln pelrmalsallalhaln paldal elksploitals selksuall alna lk yalng usialnyal di balwalh 

umur, sellalin itu jugal balnyalknyal kalsus-kalsus yalng tida lk selimba lng delnga ln 

pelnalngalnalnnyal daln belrdalmpalk paldal pelmroselsaln yalng dinila li belgitu lalmbalt. Unit 

Pellalyalnaln Pelrelmpualn daln ALnalk keltikal mellalkukaln kelgialtaln pelnyidikaln sellallu salja l 

telrhalmbalt paldal bukti-bukti yalng diungkalpkaln alnalk, telrkaldalng alnalk melmiliki ralsa l 

mallu selhingga l alnalk selringkalli belrbohong yalng di malnal hall ini belrdalmpalk palda l 

pelmbelrhelntialn pelrkalral paldal pellalku tindalk pidalnal elksploitalsi selksuall alnalk 

Belrdasarkan latar bellakang di atas pelnulis telrtarik untuk mellakukan 

pelnellitian delngan judul “Pelrlindungan Hukum Telrhadap Hak-Hak Anak 

Pelrelmpuan Selbagai Korban ELksploitasi Selksual di Kota Jambi.” 

B. Pelrumusan Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang di atas, adapun rumusan pe lrmasalahan dalam 

pelnellitian ini adalah: 

1. Bagaimana belntuk pelrlindungan hukum telrhadap hak-hak anak pelrelmpuan 

selbagai korban elksploitasi selksual di Kota Jambi? 
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2. Kelndala-kelndala apa saja yang telrjadi dalam pelrlindungan hukum telrhadap 

hak-hak anak pelrelmpuan selbagai korban elksploitasi se lksual di Kota Jambi? 

C.  Tujuan Pelnellitian  

Belrdasarkan rumusan masalah yang te llah dikelmukakan di atas, maka tujuan 

dari pelnellitian ini adalah se lbagai belrikut: 

1. Untuk melngeltahui dan me lnganalisis bagaimana be lntuk pelrlindungan hukum 

telrhadap hak-hak anak pelrelmpuan selbagai korban elksploitasi selksual di Kota 

Jambi. 

2. Untuk melngeltahui kelndala-kelndala apa saja yang telrjadi dalam pelrlindungan 

hukum telrhadap hak-hak anak pe lrelmpuan selbagai korban elksploitasi selksual di 

Kota Jambi. 

D. Manfaat Pelnellitian  

Adapun manfaat yang dapat diipelirolelih dan diikelitahuii darii pelineliliitiian iinii yaiitu 

selibagaii beliriikut: 

1. Manfaat Teliorelitiis 

Pelimbahasan telirhadap pelirmasalahan yang diibahas dalam pelineliliitiian iinii 

diiharapkan dapat me linjadii sumbangsiih dan konstriibusii pelinuliis dalam 

pelingelimbangan iilmu pelinge litahuan dii I indonelisiia selikaliigus melimbeliriikan 

pelimahaman kelipada masyarakat khususnya yang belirkaiitan delingan belintuk 

pelirliindungan hukum telirhadap hak-hak anak pelrelmpuan selbagai korban 

elksploitasi selksual di Kota Jambi. Selilaiin iitu, dapat pula diijadiikan bahan 

kajiian lelibiih lanjut untuk melilahiirkan konselip iilmiiah yang diiharapkan mampu 

melimbeliriikan sumbangsiih bagii pelirkelimbangan hukum posiitiif dii I indonelisiia. 
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2. Manfaat Praktiis 

a. Hasiil pelineliliitiian dii harapkan dapat diijadiikan selibagaii pelidoman dan tawaran 

bagii pelimeliriintah, peliradiilan dan praktiisii hukum dalam melinelintukan 

kelibiijakan dan langkah-langkah dalam belintuk pelirliindungan hukum 

telirhadap anak pelrelmpuan korban e lksploitasi se lksual dii Kota Jambii. 

b. Hasiil pelineliliitiian iinii diiharapkan juga dapat belirmanfaat dan melimbe liriikan 

jawaban atas pelirmasalahan yang diiteliliitii selirta selibagaii bahan masukan bagi i 

piihak-piihak yang telirkaiit langsung delingan pelineliliitiian iinii. 

E. Kelrangka Konselptual 

Untuk melimbe liriikan gambaran yang jelilas dan melinghiindarii pelinafsiiran yang 

belirbelida-belida dalam me lingartiikan iistiilah yang diigunakan dalam pe lineliliitiian iinii, 

maka pelinuliisan melimbeliriikan batasan dan konse lip telirkaiit telirhadap judul iinii delingan 

melimbeliriikan delifiiniisii-delifiiniisii darii belibelirapa iistiilah yang ada, yaiitu selibagaii beliriikut: 

1. Pelrlindungan Hukum  

Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Telntang 

Pelrlindungan Saksi dan Korban melngatur bahwa: 

Pelrlindungan adalah selgala Upaya pelme lnuhan hak dan pelmbe lrian 

bantuan untuk me lmbelrikan rasa aman kelpada saksi dan/atau korban yang 

wajib dilaksanakan olelh Le lmbaga Pelrlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) atau lelmbaga lainnya selsuai delngan keltelntuan undang-undang 

ini. 

 

Sellanjutnya, Soelrjono Soelkanto juga melnyelbutkan bahwa “Pelrlindungan 

hukum adalah selgala upaya pelmelnuhan hak dan pelmbelrian bantuan untuk 

melmbelrikan rasa aman kelpada saksi atau korban, pelrlindungan hukum korban 
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keljahatan selbagai bagian dari pelrlindungan Masyarakat, dapat diwujudkan 

dalam belrbagai be lntuk.”10  

2. Halk ALnalk 

Halk alnalk aldallalh halk dalsa lr yalng waljib dibelrikaln daln didalpa ltkaln ole lh 

alna lk melliputi alnalk usia l dini daln jugal relmaljal usial 12-18 talhun. Halk alnalk ini 

belrlalku balik alnalk yalng melmpunyali oralng tual altalupun sudalh tidalk melmpunya li 

oralng tual, daln jugal alnalk-alnalk telrlalntalr. Halk alnalk melnjaldi selsualtu yalng suda lh 

sellalyalknyal didalpaltkaln olelh alnalk. Konstitusi Indonelsial, Undalng-Undalng 

Dalsalr 1945 selbalgali Normal Hukum telrtinggi tella lh melngalriskaln balhwal “seltialp 

alna lk belrhalk altals kellalngsunga ln hidup, tumbuh, daln belrkelmbalng selrtal belrha lk 

altals pelrlindungaln dalri kelkelralsaln daln diskriminalsi.” Dallalm Palsall 1 butir 12 

Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 Telntalng Pelrlindungaln ALnalk, 

diselbutkaln balhwal “Halk ALnalk aldallalh balgialn dalri halk alsalsi malnusial yalng 

waljib dijalmin, dilindungi, daln dipelnuhi olelh oralng tual, kellualrgal, malsyalralkalt, 

pelmelrintalh daln Nelgalral”. 

3. Korbaln 

Korbaln aldallalh seliselioralng yalng melingallalmii selicalral lalngsung sualtu 

pelirbualtaln jalha lt. Pelirbualtaln jalhalt dalpalt melingalkiibaltkaln kelirugiialn, pelindeliriitala ln 

balhka ln kelihiila lngaln nyalwal.11 Selcalral yuridis pelngelrtialn korbaln yalng telrmalsuk 

dallalm Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2006 telntalng Pelrlindungaln Salksi 

daln Korbaln, yalng dinya ltalkaln Korbaln aldallalh “selseloralng yalng melngalla lmi 

pelndelritalaln fisik, me lntall, daln/altalu kelrugialn elkonomi yalng dialkibaltkaln ole lh 

                                                             
10Soe lrjono Soelka lnto, Falktor-Falktor yalng Melmpelngalruhi Pelne lgalkaln Hukum, ELdisi 1, 

Celt. 12, Ra lja lwa lli Pelrs, Jalka lrtal, 2013, hlm. 133. 
11Nursa lrialni Simaltupalng daln Falisall, Kriminologi, Sualtu Pelngalntalr, Pustalkal Primal, Meldaln, 

2017, hlm. 137.  
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sualtu tindalk pidalnal”.12 Seldalngkaln yalng dimalksud korbaln melnurut Undalng-

undalng Nomor 23 Talhun 2004 telntalng Pelnghalpusaln Kelke lralsaln Dalla lm 

Rumalh Talnggal alda llalh “oralng ya lng melngallalmi kelkelralsaln daln/altalu alncalma ln 

kelkelralsaln dallalm lingkup rumalh talnggal”. 

Melnurut Pelralturaln Pelmelrintalh Nomor 2 Talhun 2002 telntalng taltal calra l 

pelrlindungaln telrhaldalp korbaln daln salksi-salksi dallalm pellalnggalraln HALM yalng 

belralt, Korbaln aldallalh “oralng pelrseloralng daln altalu kellompok oralng ya lng 

melngalla lmi pe lndelritalaln fisik daln melntall dalri alncalmaln, galnggualn, telror, daln 

kelkeralsaln pihalk malnal pun”.13 Melnurut ALrielf Gosital telntalng malsallalh korbaln 

keljalhaltaln (victim right) yalng dimalksud delnga ln korbaln aldallalh “melrelkal yalng 

melndelrital jalsmalnialh daln rohalnialh selbalga li alkibalt tindalkaln oralng lalin, yalng 

melnca lri pelmelnuhaln diri selndiri altalu oralng lalin, yalng belrtelntalngaln delnga ln 

kelpelntingaln daln halk alsalsi ya lng melndelrital”.14 

4. ELksploitalsi Selksuall 

Dalla lm Undalng-Undalng Nomor 21 Talhun 2007 dijellalskaln pelngelrtia ln 

Eksploitalsi yalkni a ldallalh tindalkaln delnga ln altalu talnpal pelrseltujualn korbaln yalng 

melliputi teltalpi tidalk telrbaltals paldal pellalcuraln, kelrjal altalu pellalyalna ln palksal, 

pelrbudalkaln altalu pralktik selrupal pelrbudalka ln altalu pelnindalsaln, pelmelralsaln, 

pelmalnfala ltaln fisik, selksuall, orgaln relproduksi, altalu selcalral mellalwaln hukum 

melmindalhkaln altalu melntralnsplalntalsi orgaln daln/altalu jalringaln tubuh altalu 

melmalnfalaltkaln telnalgal altalu kelmalmpualn selseloralng olelh pihalk lalin untuk 

                                                             
12Ba lmbalng Walluyo, Viktimologi Pelrlindungaln Korbaln daln Salksi, Sinalr Gralfikal, Jalkalrta l, 

2012, hlm. 10. 
13Pelralturaln Pelmelrintalh Nomor 2 Talhun 2002 telntalng Taltal Calral Pelrlindungaln telrhaldalp 

Korba ln daln Salksi-Salksi da llalm Pellalngga lraln HALM ya lng belralt 
14 Siswa lnto sunalrso, Viktimologi dallalm Sitelm Pelraldilaln Pidalnal, Sinalr Gralfikal, Jalkalrtal 

Timur, 2012, hlm. 31. 
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melndalpaltkaln keluntungaln balik maltelril malupun immaltelril. Seldalngkaln yalng 

dimalksud E Lksploitalsi selksuall aldallalh selgallal belntuk pelmalnfalaltaln orgaln tubuh 

lalin dalri korbaln untuk melndalpaltkaln keluntungaln, telrmalsuk teltalpi tida lk 

telrbaltals paldal selmual kelgialtaln pellalcuraln daln pelncalbulaln.15 

F. Lalndalsaln Teloreltis 

Lalndalsaln teliorii dallalm pelinuliisaln iilmiialh belirfungsii selibalgalii pelimalndu untuk 

melingorgalniisalsii, melinjelilalskaln daln melimprelidiiksii felinomelinal-felinomelinal daln altalu 

objelik malsallalh yalng diiteliliitii delingaln calral melingkonstruksii kelitelirkaliitaln alntalral 

konselip selicalral deliduktiif altalupun iinduktiif. Telori aldallalh sualtu kelralngkal konselptuall 

yalng digunalka ln untuk melnjella lskaln, melmalhalmi, daln melralmallkaln felnomelnal di 

dunial nyaltal. Telori selring kalli digunalkaln dallalm ilmu sosiall, ilmu allalm, 

maltelmaltikal, telknik, daln bidalng-bidalng lalinnyal untuk melmbalntu melmalhalmi 

balga lima lnal selsualtu belkelrjal, melngalpa l selsualtu telrjaldi, altalu balgalima lnal selsualtu 

dalpalt diubalh altalu dipelrbaliki. Telori selring kalli didalsalrkaln paldal obselrvalsi, daltal, 

daln pelngallalmaln elmpiris, daln dalpalt diuji daln diuji ulalng mellallui pelnellitia ln daln 

pelngalma ltaln. Telori jugal dalpalt belrubalh seliring delngaln kelmaljualn pelngeltalhua ln 

daln pelnelmualn balru. 

ALdalpun teliorii yalng diijaldiikaln keliralngkal pelimiikiiraln telioriitiis olelih pelinuliis dalla lm 

tuliisaln iinii aldallalh: 

1. Telori Pelrlindungaln Hukum 

Melnurut Von Thomals ALquinals, hukum kodralt melrupalkaln pelncelrminaln 

dalri hukum-hukum yalng albaldi (lelx nalturallis). Jaluh selbellum lalhirnyal allira ln 

seljalralh hukum, telrnyaltal alliraln hukum kodralt tidalk halnyal disaljikaln selbalga li 

                                                             
15 Undalng-Undalng Relpublik Indonelsial Nomor 21 Talhun 2007 telntalng pelmbelra lnta lsaln 

tindalk pidalnal pelrdalgalngaln oralng 
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salins, teltalpi jugal ditelrimal selba lgali prinsip dalsa lr dallalm relgulalsi. Ke lselriusa ln 

umalt malnusial dallalm me lndalmbalkaln kelaldilaln, aldallalh hall elselnsia ll yalng 

melnghalralpka ln aldalnya l hukum yalng lelbih tinggi dalripaldal hukum positif. 

Hukum allalm tellalh melnunjukkaln balhwal kelbelnalraln daln kelaldila ln selbelnalrnya l 

aldallalh selbualh konselp ya lng melmualt balnyalk telori. Belrbalgali alsumsi da ln 

pelndalpalt palral filsuf hukum muncul dalri walktu delmi walktu. Paldal albald kel-

17, substalnsi hukum allalm tellalh melne lmpaltkaln prinsip fundalmelntall halk alsa lsi 

malnusial univelrsall.16 

Melinurut Saltjiipto Ralhalrdjo, Pelirliindungaln hukum aldallalh melimbeliriika ln 

pelingalyoma ln telirhaldalp halk alsalsii malnusiial (HALM) yalng diirugiikaln oralng laliin 

daln pelirliindunga ln iitu diibeliriikaln kelipaldal malsyalralkalt algalr dalpalt meliniikmaltii 

selimual halk-halk yalng diibeliriikaln olelih hukum.17 

Galgalsaln yalng lelbih melngeljalwaltalh telntalng hukum selbalgali pe llindung 

halk alsa lsi malnusial daln kelbelbalsaln walrgalnyal, dinyaltalkaln olelh Immalnue ll 

Kalnt. Balgi Kalnt, malnusial alda llalh malkhluk ralsionall kelinginaln be lbals. Nelgalra l 

belrtugals melnelgalkkaln halk daln kelbelbalsaln walrgal nelgalralnya l. Kelmalkmura ln 

daln kelbalhalgialaln ralkyalt aldallalh tujualn nelgalral daln hukum, olelh kalrelnal itu 

halk-halk dalsalr itu tidalk dalpalt dihalla lngi olelh nelgalral. 7 Halk dalsalr yalng 

mellelkalt paldal diri ma lnusial selcalral kodralti, univelrsall, daln albaldi selbalga li 

alnugelralh Tuhaln Yalng Malhal E Lsal, telrmalsuk halk untuk hidup, halk untuk 

belrkellualrgal, halk pelngelmba lngaln diri, halk altals kelaldilaln, halk altals kelbelbalsaln, 

                                                             
16 Malrwa ln Mals, Pelngalntalr Ilmu Hukum, Bogor: Ghallial Indonelsia l, 2004, hlm. 116. 
17Sa ltjipto Ralhalrdjo, Loc.Cit. 
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halk untuk belrkomunikalsi, halk altals kelalmalnaln, daln halk kelseljalhtelralaln, yalng 

kalrelnalnya l tidalk seloralng pun bolelh melngalbalikaln altalu melngalmbilnyal.18 

Hukum dalpalt belrfungsi untuk melwujudkaln pelrlindungaln yalng tidalk 

halnya l aldalptif daln flelksibell, teltalpi jugal preldiktif daln alntisipaltif. Hukum 

dibutuhkaln balgi melrelkal yalng lelmalh daln be llum kualt sosiall, elkonomi da ln 

politik untuk me lmpelrolelh kelaldilaln sosiall.19 

Pelrlu dicaltalt balhwal upalya l untuk melndalpaltkaln pelrlindungaln hukum 

telntu saljal diinginkaln olelh malnusial aldallalh tuntutaln daln keltelralturaln alntalral 

nilali-nila li dalsa lr hukum, yalitu kelpalstialn hukum, kelmalnfalaltaln hukum da ln 

kelaldila ln hukum, melskipun se lcalral umum dallalm pralktelk keltigal nila li telrselbut. 

Nilali-nila li dalsalr itu telgalng, teltalpi upalyal halrus dilalkukaln untuk keltiga l 

nilali dalsalr itu selcalral belrsalmalaln fungsi hukum yalng utalmal aldallalh 

mellindungi malsyalralkalt dalri balhalyal daln pelrbualtaln yalng dalpalt melrugika ln 

daln me lndelrital hidupnya l dalri oralng lalin, malsyalralkalt daln pihalk belrwelnalng. 

Di sisi lalin itu belrhalsil jugal untuk melmbe lrikaln kelaldilaln daln melnjaldi salralna l 

untuk melwujudka ln kelseljalhtelralaln balgi selmual ralkyalt. Pelrlindungaln, 

kelaldila ln, daln kelseljalhtelralaln ditujukaln kelpaldal subjelk hukum yalitu 

pelndukung halk daln kelwaljibaln, telrmalsuk pelrelmpualn.20 

Palsall 1 alyalt (3) UUD NRIi Talhun 1945 melinyelibutkaln balhwal “I indonelisiia l 

aldallalh neligalral hukum.” ALrtiinyal, dallalm ha ll iinii neligalral melimiiliikii keliwaljiiba ln 

untuk melimbeliriikaln pelirliindungaln telirhaldalp halk alsalsii malnusiial selitiialp walrga l 

                                                             
18 Belrna lrd L.Talnya l, Yoaln N. Simalnjuntalk, & Malrkus Y. Ha lgel, Telori Hukum. Straltelgi 

Te lrtib Malnusial Lintals Rualng Gelne lralsi, Jalkalrtal: Gelntal Publishing, 2010, hlm. 72-73 
19 Nur ALdi Kumallaldelwi, ‘ELkselkusi Kelndalralaln Belrmotor Selbalgali Jalminaln Fidusial Yalng 

Belraldal Paldal Pihalk Keltigal’, Jurnall Relpelrtorium, II.2 (2015), 60–77 
208 Balmba lng Kelsowo, Nelgalral Hukum, Progralm Lelgislalsi Nalsionall Daln Kelbutuhaln 

De lsalin Belsalr Balgi Pelre lncalnalalnnyal, Oralsi Ilmialh disalmpalikaln paldal Ra lpalt Selnalt Telrbukal dallalm 

ralngkal Diels Naltallis kel-66 Falkultals Hukum Univelrsitals Ga ldja lh Maldal, Yogya lka lrta l, 17 Felbrualri 

2012, hlm. 5. 
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neligalralnya l, selirtal melineligalkkaln suprelimalsii hukum ya lng diidalsalrkaln palda l 

kelibelinalraln daln kelialdiilaln. Pelirliindungaln hukum diibeliriikaln kelipaldal subye lik 

hukum keli dallalm belintuk peliralngkalt baliik belirsiifalt prelivelintiif malupun reliprelisiif, 

baliik liisaln malupun telirtuliis. Delingaln kaltal laliin, pelirliindungaln hukum selibalga lii 

sualtu galmbalraln telirselindiirii dalrii fungsii hukum iitu selindiirii, yalng melimiiliikii 

konselip balhwal hukum me limbeliriikaln sualtu kelialdiilaln, kelitelirtiibaln, kelipalstiialn da ln 

kelimalnfala ltaln. 

Dalla lm melinjallalnka ln daln melimbeliriikaln pelirliindungaln hukum 

diibutuhkalnnyal sualtu telimpalt altalu waldalh dallalm pelilalksalnalalnnya l yalng seliriing 

dii selibut delingaln salralnal pelirliindungaln hukum, salralna l pelirliindungaln hukum 

diibalgii melinjaldii dual malcalm yalng dalpalt diipalhalmii, selibalgalii beliriikut:21 

1. Salralnal Pelirliindungaln Hukum Prelivelintiif 

Pelmbalhalsaln melngelnali pelrlindungaln hukum prelvelntif bialsalnyal belrkalita ln 

delngaln upalyal-upalya l yalng dilalkukaln olelh sualtu nelgalral altalu pelmelrinta lh 

untuk me lncelgalh telrjaldinyal tindalkaln krimina ll altalu pellalnggalraln hukum 

lalinnyal. Dallalm kontelks ini, pelmelrintalh melmiliki pelraln untuk 

melnciptalkaln lingkungaln yalng almaln daln telraltur balgi malsyalralkalt, 

selhinggal pellalnggalraln hukum dalpalt dice lgalh seljalk alwall. Pelrlindunga ln 

hukum prelvelntif dalpalt dilalkukaln mellallui belrbalgali calral yalkni 

Pelmbelntukaln undalng-undalng yalng jellals daln telgals melngelnali pellalnggalra ln 

hukum daln salnksinya l. Undalng-unda lng telrselbut halrus disusun delnga ln 

calral yalng tralnspalraln daln palrtisipaltif selhinggal malsya lralkalt dalpalt 

melmalha lmi daln melnghormaltinyal daln pelningkaltaln pelngalwalsaln da ln 

                                                             
21Moh. Kusnalrdi daln Ha lrmalily Ibralhim, Hukum Taltal Ne lgalral Indonelsial, Sinalr Balkti, 

Ja lkalrtal, 1988, hlm. 102. 
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pelnelgalkaln hukum. Pelmelrintalh halrus me lmalstikaln balhwal hukum yalng 

tellalh dibualt ditelgalkkaln selcalral aldil daln konsisteln, selhinggal pellalngga lr 

hukum dalpalt dihukum delngaln telgals. 

Delngaln mellalkukaln upalyal pelrlindungaln hukum prelvelntif selcalral elfelktif, 

pelmelrintalh dalpalt melncelgalh telrjaldinyal tindalkaln kriminall da ln 

pellalnggalraln hukum lalinnyal, selhinggal telrciptal lingkungaln yalng almaln da ln 

telraltur balgi malsya lralkalt.22 

Paldal pelirliindungaln hukum prelivelintiif iinii, subyelik hukum diibeliriika ln 

keliselimpaltaln untuk me lingaljukaln kelibeliraltaln altalu pelindalpaltnya l selibelilum 

sualtu keliputusaln pelimeliriintalh melindalpalt belintuk yalng delifiiniitiif. Tujualnnya l 

aldallalh melinceligalh telirjaldiinyal selingkelital. Pelirliindungaln hukum prelive lintiif 

salngalt belisalr alrtiinyal balgii tiindalk pelimeliriintalhaln yalng diidalsa lrkaln palda l 

kelibelibalsaln belirtiindalk kalrelinal delingaln aldalnyal pelirliindungaln hukum yalng 

prelivelintiif pelimeliriintalh telirdorong untuk belirsiifalt haltii-haltii dallalm melingalmbi il 

keliputusaln yalng diidalsalrkaln paldal diiskrelisii. Dii iindonelisiial belilum alda l 

pelingalturaln khusus melingelinalii pelirliindungaln hukum prelivelintiif. 

2. Salralnal Pelirliindungaln Hukum Reliprelisiif 

Melnurut Sitorus, Richo Felrna lndo dallalm jurnall Novum pelrlindunga ln 

hukum relprelsif aldallalh upalya l untuk melmbelrika ln salnksi altalu hukuma ln 

altals pellalngga lraln hukum ya lng tellalh dilalkukaln. Dallalm kontelks ini, 

pelnelgalkaln hukum dilalkuka ln seltellalh telrjaldi pellalnggalraln altalu tindalka ln 

krimina llitals. Contohnyal aldallalh keltikal seloralng pellalku mellalkukaln tinda lk 

pidalnal, malkal polisi altalu alpalralt pelnelgalk hukum alkaln melnalngkalpnya l da ln 

                                                             
22Ba lrdal Nalwa lwi ALrielf, Malsallalh Pe lnelgalkkaln hukum daln Kelbijalkaln Pe lnalnggulalngaln 

Keljalhaltaln, Citral ALditya l Ba lkti, Balndung, 2001, Hlm. 43 
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melngaldilinyal di pelngaldila ln. Tujualnnyal aldallalh untuk melnelgalkka ln 

hukum, melmbelrikaln kelaldilaln balgi korbaln, daln melncelgalh telrjaldinya l 

tindalkaln kriminall selrupal di malsal delpaln. Nalmun, pelnting jugal untuk 

diingalt balhwal pelrlindungaln hukum relprelsif selbaliknyal dilalkukaln delnga ln 

melnghormalti ha lk-halk alsalsi malnusia l daln prinsip-prinsip kelaldilaln. Dalla lm 

hall ini, pelnting untuk melmalstikaln balhwal prosels pelngaldilaln belrjalla ln 

delngaln aldil daln tida lk diskrimina ltif, selrtal melmbelrikaln kelselmpalta ln 

kelpaldal palral telrdalkwal untuk melmbe llal diri daln melndalpaltka ln 

pelrlindungaln hukum yalng seltalral.23 

Pelirliindungaln hukum yalng reliprelisiif belirtujualn untuk melinye lilelisaliikaln 

selingkelital. Pelinalngalnaln pelirliindungaln hukum olelih Pelingaldiilaln Umum da ln 

Peliraldiilaln ALdmiiniistralsii dii I indonelisiial telirmalsuk kalteligorii pelirliindunga ln 

hukum iinii. Priinsiip pelirliindungaln hukum telirhaldalp tiindalkaln pelimeliriinta lh 

belirtumpu daln belirsumbelir dalrii konselip telintalng pelingalkualn da ln 

pelirliindungaln telirhaldalp halk-halk alsalsii malnusiial. 

Priinsiip kelidual yalng melindalsalrii pelirliindungaln hukum telirhaldalp tiindalk 

pelimeliriintalhaln aldallalh priinsiip neligalral hukum. Diikaliitkaln delingaln pelingalkua ln 

daln pelirliindunga ln telirhaldalp halk-halk alsalsii malnusiial, pelingalkualn da ln 

pelirliindungaln telirhaldalp halk-ha lk alsalsii malnusiial melindalpalt telimpalt utalma l 

daln dalpalt diikaliitkaln delingaln tujualn dalrii neliga lral hukum. 

Melnurut Walhyu Simon Talmpubolon dallalm jurna ll ilmialh aldvoka lsi 

pelrlindungaln hukum aldallalh upalyal hukum yalng dibelrikaln melnja ldi 

                                                             
23Sitorus daln Richo Felrnalndo, ‘Pelrlindungaln Hukum Pelme lgalng Kalrtu Ualng ELlelktronik 

keltikal Hilalng’. Jurnall Novum, 3. 1 (2018), 1-6. 

 



19 
 

subye lk hukum belntuk pelralngkalt yalng balik yalitu prelvelntif altalu belrsifalt 

relprelsi, balik selcalral velrball ma lupun velrball telrtulis. Delngaln kaltal lalin bisa l 

dikaltalkaln balhwal pelrlindunga ln hukum selbalgali galmbalr telrpisalh dalri 

fungsi hukum itu selndiri, yalitu melmiliki konselp balhwal hukum 

melmbelrikaln kelaldilaln, pelnghelntialn, kelpalstialn, kelmalnfalaltaln daln nelgalra l. 

Dalla lm belrlalri daln melmbelrikaln pelrlindungaln hukum melmbutuhka ln 

telmpalt altalu waldalh dallalm pellalksalnalalnnyal selring diselbut selbalgali salralna l 

palyung hukum.24  

Melinurut R. Lal Portal dallalm Jurnall of Fiina lnciiall E Liconomiics, belintuk 

pelirliindungaln hukum yalng diibeliriikaln olelih sualtu neligalral melimiiliikii dua l 

siifalt, yaliitu belirsiifalt pelinceligalhaln (prohi ibiitelid) daln belirsiifalt hukuma ln 

(salncti ion). Belintuk pelirliindungaln hukum yalng palliing nyaltal aldallalh aldalnya l 

iinstiitusii-iinstiitusii pelineligalk hukum selipelirtii pelingaldiila ln, kelijalksalaln, 

kelipoliisiialn, daln lelimba lgal-lelimbalgal pelinyelile lisaliialn selingkelital diilua lr 

pelingaldiila ln (non-liitiigalsii) laliinnyal. 

Pelirliindungaln yalng dii malksud delingaln belirsiifalt pelinceligalhaln (prohi ibiitelid) 

yaliitu melimbualt peliralturaln, Selidalngkaln Pelirliindungaln yalng dii malksud 

belirsiifalt hukumaln (salncti ion) yaliitu melineliga lkkaln peliralturaln. 

ALdalpun tujualn selirtal calral pelilalksalnalnalnyal alntalral laliin selibalgalii beliriikut: 

1. Melimbualt peliralturaln, yalng belirtujualn untuk: 

a. Melimbeliriikaln halk daln keliwaljiibaln 

b. Melinjalmiin halk-halk pral subyelik hukum 

                                                             
24 Walhyu Simon Talmpubolonupalya l, ‘Pelrlindungaln Hukum Balgi Konsumeln Ditinjalu Dalri 

Undalng Undalng Pelrlindungaln Konsumeln’, Jurnall Ilmialh “ALdvoka lsi”, 04. 01  (2016), 53-61 
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2. Melineligalkkaln peliralturaln, melilalluii: 

a. Hukum aldmiiniistralsii neligalral yalng belirfungsii untuk melinceligalh 

telirjaldiinyal pelilalnggalraln halk-halk delingaln peliriiziinaln da ln 

pelingalwalsa ln. 

b. Hukum piidalnal yalng belirfungsii untuk melinalnggulalngii selitiia lp 

pelilalnggalraln telirhaldalp peliralturaln pelirundalng-undalnga ln, delinga ln 

calral melingelinalka ln salnksii hukum belirupal salnksii piidalnal daln 

hukumaln. 

c. Hukum pelirdaltal yalng belirfungsii untuk melimuliihkaln halk delinga ln 

melimbalya lr kompelinsalsii altalu galntii kelirugiialn.25 

Dalpalt diisiimpulkaln balhwal Iindonelisiial selibalgalii neligalral hukum belirdalsalrka ln 

palncalsiilal halrusla lh melimbe liriikaln pelirliindungaln hukum telirhaldalp walrga l 

neligalral daln seliiisiinyal.  

2. Telori Pelnelgalka ln Hukum 

Pelnelga lkaln hukum paldal dalsalrnya l melrupalkaln upalyal dalla lm 

melwujudkaln idel-idel kelaldila ln, kelpalstialn hukum daln kelmalnfalaltaln sosiall 

melnjaldi kelnya ltalaln. Pelnelgalkaln hukum dilalkukaln delngaln tujualn algalr normal-

normal hukum dalpalt belrfungsi selca lral nyaltal selbalgi peldomaln pellalku dalla lm 

lallu lintals altalu hubungaln-hubungaln hukum dallalm belrmalsyalralkalt daln 

belnelgalral. 

Malnusial da llalm belrsosiallisalsi da llalm lingkungaln hidupnyal pa lda l 

dalsalrnyal melmiliki palndalngaln-palndalngaln telrtelntu melngelnali alpal yalng balik 

daln alpal yalng tidalk balik. palndalngaln telrselbut telrwujud didallalm palsa lngaln-

                                                             
25Wa lhyu Salsongko, Keltelntualn-keltelntualn pokok hukum pelrlindungaln konsumeln, Balndalr 

lalmpung, Univelrsitals lalmpung, 2007, hlm. 31. 
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palsalngaln telrtelntu misallnyal, aldal palsalngaln nilali keltelrtibaln delngaln nila li 

keltelntralmaln, palsalngaln nila li kelpelntingaln umum delngaln nilali kelpelntinga ln 

pribaldi, palsalngaln nilali kellelstalrialn delngaln inovaltismel. Didallalm pelnelgalkaln 

hukum palsalngaln nila li-nilali telrselbut pelrlu diralsalka ln altalu dalpalt 

diumpalmalkaln pelrlu dipalduka ln nilali keltelrtibaln delngaln nilali keltelntralmaln. 

Pelnelga lkaln hukum selbalgali sualtu prosels paldal halkikaltnyal melrupalka ln 

pelnelralpaln diskrelsi yalng melnyalngkut melmbualt kelputusaln yalng tidalk selcalra l 

keltalt dialtur olelh kaleldalh hukum, yalng paldal halkelkaltnyal diskrelsi be lralda l 

dialntalral hukum daln morall. Malkal dalri itu dalpalt dikaltalkaln balhwal pelne lgalk 

hukum bukalnla lh selmaltal-maltal belralrti pella lksalna laln Pelrunda lng-Unda lngaln, 

walla lupun didalla lm pelrnyaltalaln di Indonelsia l kelcelndelrungalnnyal aldalla lh 

delmikialn selhinggal pelngelrtialn lalw elnforcelmelnt belgitu populelr. 

Dalla lm hall ini dalpalt ditalrik kelsimpulaln balhwal falktor-falktor yalng 

melmpelngalruhi pelnelgalkaln hukum ya litu: 

1. Falktor hukum itu selndiri ya lng dibaltalsi paldal Unda lng-Undalng. 

2. Falktor pelnelgalk hukum ya litu pihalk-pihalk yalng melmbelntuk malupun 

pelnelralpaln hukum. 

3. Falktor salralnal altalu falsilita ls yalng melndukung pelnelgalkaln hukum. 

4. Falktor malsya lralkalt, ya litu rualng lingkup dimalnal hukum itu belrlalku da ln 

ditelralpkaln. 

5. Falktor kelbudalyalaln, yalkni selbalgali halsil kalryal, ciptal, daln ralsal yalng 

didalsalrkaln paldal kalrsal malnusial di dallalm pelrgalulaln hidup.26 

Pelnelga lkaln hukum selcalral konkrelt aldallalh be lrlalkunyal hukum positif 

dallalm pralktik selbalgalima lnal selhalrusnya l paltut dipaltuhi. Olelh kalrelnal itu, 

melmbelrikaln kelaldilaln dallalm sualtu pelrkalral belralrti melmutuskaln hukum in 

                                                             
26Soe ljono Soelka lnto, Falktor-Falktor yalng Melmpelngalruhi Pelnelgalkaln Hukum, ELdisi 1, Celt. 

12, Ra lja lwa lli Pelrs, Ja lkalrtal, 2013, hlm. 8. 
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concrelto dallalm melmpelrtalhalnkaln daln melnjalmin ditalaltinyal hukum maltelril 

delngaln melnggunkaln calral proseldurall ya lng diteltalpkaln olelh hukum formall.27 

Melnurut Sudikno Melrtokusumo, melnyaltalkaln balhwal hukum belrfungsi 

selbalgali pelrlindungaln kelpelntingaln malnusial. Selhinggal halrus dilalksalnalka ln 

selcalral normall, dalmali, teltalpi dalpalt telrjaldi pulal pella lnggalraln hukum, se lhingga l 

hukum halrus ditelgalkaln algalr hukum melnjaldi kelnyaltalaln. Dallalm pelnelgalkaln 

hukum melngalndung tigal telori ya litu: Kelpalstialn Hukum (relchtszelkelrhelid), 

Kelmalnfalaltaln (zwelelkma lssigkelit), daln Kelaldila ln (gelrelchtighelit).28 Hall ini 

melnghelndalki algalr dallalm malsyalralkalt tidalk telrjaldi malin ha lkim selndiri 

(eligelnrichting).  

Belrdalsalrkaln tigal telori pelnelgalkaln hukum di altals dalpalt dijellalska ln balhwal: 

a. Telori Kelpalstialn Hukum (relchtszelkelrhelid),aldallalh jalmina ln balhwa l 

hukum dijallalnka ln, olelh yalng belrhalk melnurut hukum dalpalt 

melmpelrolelh halknyal daln balhwal putusaln dalpalt dilalksalnalkaln. 

Walla lupun kelpalstialn hukum elralt kalitalnnya l delngaln kelaldilaln, nalmun 

hukum tidalk idelntik delngaln kelaldila ln. Hukum belrsifalt umum, 

melngikalt seltialp oralng, belrsifalt melnyalmalraltalkaln, seldalngkaln kelaldila ln 

belrsifalt subyelktif, individuallistis, daln tidalk melnyalmalraltalkaln.Hukum 

halrus dalpalt melnciptalkaln kelpalstialn hukum kalrelnal hukum belrtujua ln 

untuk keltelrtibaln malsya lralkalt.  

b. Telori Kelmalnfaltaln (zwelelkmalssigkelit), balhwal malsya lralkalt 

melnghalralpka ln malnfalalalt dalla lm pellalksalnalaln altalu pelnelgalka ln hukum. 

Hukum itu untuk malnusial, malkal pellalksalnalaln hukum altalu pelnelgalka ln 

hukum halrus melmbelri malnfala lt altalu kelgunalaln balgi malsyalralkalt. 

Jalngaln salmpali justru kalrelnal hukumnyal dila lksalnalkaln ditelgalkaln malla lh 

alkaln timbul kelrelsalhaln  di dallalm malsyralkalt itu selndiri. 

c. Telori Kelaldilaln (gelrelchtighelit), balhwa l dallalm pellalksalnalaln hukum a ltalu 

pelnelgalkaln hukum halrus aldil kalrelnal hukum belrsifalt umum da ln 

belrlalku balgi seltialp oralng daln belrsifalt melnya lmalraltalkaln. Teltalpi hukum 

tidalk idelntik delngaln ke laldilaln kalrelnal kelaldila ln belrsifalt subje lktif, 

individuallistik, daln tidalk melnya lmalraltalkaln.29 

 

 

                                                             
 27Delllya lna l, Shalnt, Konselp Pe lnelgalkaln Hukum, Libelrty, Yogya lkalrtal, 1988. hlm. 33.  

 28Sudikno Melrtokusumo, Melngelnall Hukum Sualtu Pelngalntalr, Libelrty, Yogya lka lrtal, 2005, 

hlm. 160.  
29Ibid., hlm. 161.  
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G. Meltodel Pelnellitialn 

1. Lokalsi Pelnellitialn  

ALdalpun telmpalt altalu wilalyalh yalng melnjaldi lokalsi pelnellitialn aldalla lh 

Dinals Pelmbelrdalyala ln Malsyalralkalt, Pelrelmpualn daln Pelrlindungaln ALna lk 

(DPMPPAL) Kotal Jalmbi  

2. Tipel/Pelndelkaltaln Pelnellitialn 

Pelnellitialn ini dilalkukaln delngaln melnggunalka ln tipel pelnellitialn Yuridis 

E Lmpiris. Melnurut Balhdelr Johaln Nalsution balhwal: 

Pelineliliitiialn iilmu hukum elimpiiriis belirtujualn untuk melingelitalhui i 

selijaluhmalnal belikelirjalnyal hukum dii dallalm malsyalralkalt. Pelineliliitiialn iilmu 

hukum elimpiiriis selibalgalii halsiil iinteliralksii alntalral iilmu hukum delinga ln 

diisiipliin iilmu-iilmu laliinnyal telirutalmal selikallii sosiiologii hukum da ln 

alntropologii hukum.30 

 

Pelindelika ltaln pelineliliitiia ln yuriidiis elimpiiriis lelibiih melinelikalnkaln paldal seligii 

obselirvalsiinyal. Hall iinii belirkaliitaln delingaln siifalt obye liktiif daln elimpiiriis dalrii iilmu 

pelingelitalhualn iitu selindiirii, telirmalsuk pelinge litalhualn iilmu hukum elimpiiriis ya lng 

belirupalyal melingalmaltii falktal-falktal hukum yalng belirlalku dii telingalh-telingalh 

malsyalralkalt, dii malnal hall iinii melingha lruskaln pelingelitalhualn untuk dalpalt dii 

almaltii daln diibuktiikaln selicalral telirbukal. Tiitiik tolalk pelingalmaltalnnya l telirlelitalk 

paldal kelinyaltalaln altalu falktal-falktal sosiiall yalng aldal daln hiidup dii telingalh-telinga lh 

malsyalralkalt selibalgalii budalyal hiidup malsyalralkalt. 

Selilaliin iitu, melitodeli pelindelikaltaln elimpiiriis aldalla lh pelineliliitiialn iilmu hukum 

yalng melima lndalng hukum selibalgalii falktal yalng dalpalt diikonstaltalsii altalu diialmaltii 

daln belibals niilalii daln melimiiliikii ciirii-ciirii yaliitu, melimbelidalkaln falktal dalrii norma l, 

                                                             
30Ba lhdelr Johaln Nalsution, Meltodel Pelnellitialn Hukum, CV. Ma lndalr Malju, Ba lndung, 2008, 

hlm. 123. 
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gelijalla l hukum halrus murnii elimpiiriis, ya liitu falktal sosiiall, melitodelinyal yaliitu 

melitodologiinyal melitodeli iilmu-iilmu elimpiiriis daln belibals niilalii.31 

3. Spelsifikalsi Pelnellitialn 

       Pelineliliitiia ln yalng diilalkukaln aldallalh belirsiifa lt deliskri ipti if, yaliitu pelinuli is 

melincoba l melinggalmba lrkaln daln melimalpalrkaln selicalral riincii objelik yalng diiteliliitii 

belirkelinalaln delingaln pelilalksalnalaln pelirliindungaln hukum telirhaldalp halk-halk alnalk 

pelrelmpualn korbaln elksploitalsi selksua ll selrtal halk-halk yalng waljib dipelrolelh 

olelh alnalk pelrelmpualn korbaln elksploitalsi selksuall di Kotal Jalmbi. 

4. Telknik Pelnalrikaln Salmpell  

       Dallalm pelnalrikaln salmpell ini pelnulis skripsi ditelntukaln selcalral purposive l 

salmpling, yalitu pelna lrikaln salmpell delngaln calral melngalmbil subyelk di 

dalsalrkaln paldal tujualn telrtelntu.32  Kelmudialn melmutuskaln telrlelbih dalhulu 

kritelrial relspondeln palling pelnting daln diutalmalkaln ya lng belrkalitaln lalngsung 

delngaln pelrmalsallalhaln yalng ditelliti ya lkni selbalgali belrikut:  

1. Dral. Hj. Noverintiwi Dewalnti. Me sela lku Kepallal Dinals Pemberdalya laln 

Malsyalralkalt, Perempualn daln Perlindungaln ALnalk Kotal Jalmbi 

2. Rosal Rosila lwalti sellalku Kelpallal Unit Pellalksalnal Telknis Dalelra lh 

Pelrlindungaln Pelrelmpualn daln ALnalk Kotal Jalmbi. 

       Dallalm pelnellitialn ini juga l melnggunalkaln pelnalrikaln salmpell selcalra l 

Ralndom Salmpling, yalitu delngaln me lngalmbil salmplel selcalral alcalk yalkni 

korbaln alnalk dallalm kalsus elksploitalsi selksuall yalng aldal di Unit PPAL Kotal 

Jalmbi. 

                                                             
31Ibid., hlm. 81-82. 
32Sumitro Ronny Ha lnitiyo, Meltodologi Pelne llitialn Hukum Daln Jurimeltri, Jalka lrtal, Ghallial 

Indonelsial, Celt 3, 1988, hlm. 51.  
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5. ALlalt Pelngumpulaln Daltal 

       Selibalgaliimalnal telilalh diikelitalhuii, malkal dii dallalm pelineliliitiialn lalziimnya l 

diikelinall palliing selidiikiit tiigal jeliniis allalt pelingumpulaln daltal, yaliitu studii dokumelin 

altalu balhaln pustalkal, pelingalmaltaln altalu obselirvalsii, daln walwalnca lral altalu 

iintelirviieliw. Kelitiigal jeliniis allalt pelingumpulaln daltal telirselibut dalpalt diipelirgunalka ln 

selicalral belirsalmal-salmal altalupun malsiing-malsiing.33 

       ALlalt pelngumpula ln daltal yalng pelnulis pelrgunalkaln dallalm pelnellitialn ini 

aldallalh Walwalncalral, yalitu pelnulis belrhaldalpaln lalngsung delngaln relspondeln 

untuk melngaldalkaln talnya l jalwalb belrdalsalrkaln pelrtalnyalaln yalng dialralhkaln 

kelpaldal informalsi-informalsi untuk topik yalng alkaln digalralp. Sellalin itu 

pelnulis jugal mellalkukaln Studi Dokumeln ya lkni pelngumpulaln daltal delngaln 

calral melncalri, melmbalcal daln melmpellaljalri belrba lgali malcalm dokumeln, belrkals 

altalu balhaln-balhaln kelpustalkalaln daln nalskalh lalinnyal yalng belrhubunga ln 

delngaln pelrmalsallalhaln yalng melnja ldi objelk pelnellitialn. 

6. Sumbelr Daltal  

a. Daltal Primelr  

Yalitu daltal yalng dipelrolelh lalngsung dalri pelnellitialn lalpalngaln, palral 

relspondeln yalng tellalh ditelntukaln. 

b. Daltal Selkundelr 

Yalitu daltal yalng dipelrolelh dalri pelnellitialn yalng dilalkukaln dalla lm 

kelpustalkalaln yalng melliputi: 

                                                             
33Soe lrjono Soelka lnto, Pelngalntalr Meltodel Pe lnellitialn Hukum, Univelrsitals Indonelsial, Celt. 3, 

Ja lkalrtal, 1942, hlm. 66. 
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1) Balhaln Hukum Primelr, yalitu telrdiri dalri pelralturaln pelrunda lng-

undalngaln ya lng be lrlalku yalng aldal kalitalnnyal delngaln pelnulisaln skripsi 

ini. 

2) Balhaln Hukum Selkundelr, yalitu telrdiri dalri litelraltur-litelraltur altalu 

balha ln balcalaln ilmialh yalng belrkelnalaln delngaln pelnulisaln skripsi ini. 

3) Balhaln Hukum Telrtielr, yalitu balhaln yalng melmbelrikaln informalsi 

telntalng ba lhaln primelr belrupal Ka lmus Balhalsal Indonelsial daln Kalmus 

Hukum. 

c. ALna llisis Daltal 

Dalri daltal yalng dipelrolelh balik daltal primelr malupun daltal selkunde lr 

yalng tellalh dikumpulkaln, disellelksi daln sella lnjutnyal daltal telrselbut 

diklalrifikalsikaln, kelmudia ln dila lkukaln alnallisis selcalral kuallitaltif, alnallisa l 

ini dipelrlukaln altalu dipelrgunalkaln untuk melmpelrolelh daltal yalng alda l 

hubungalnnyal delngaln halsil pelnellitialn yalng pelnulis lalkukaln daln 

sellalnjutnyal ditalrik kelsimpulaln dallalm belntuk pelrnyaltalaln dalri pelnulisaln 

dallalm ralngkal pelnulisaln skripsi ini. 

 

H.  Sistelmaltikal Pelnulisaln 

Untuk melimalhalmii skriipsii iinii selicalral lelibiih melindallalm, malkal maltelirii-maltelirii 

yalng telirdalpalt dallalm skriipsii iinii diikelilompokkaln dallalm 4 (elimpalt) balb, malsiing-

malsiing balb telirdiirii dalrii belibeliralpal sub balb gunal lelibiih melimpelirjelilals rualng liingkup 

daln calkupaln pelirmalsallalhaln yalng diiteliliitii. ALdalpun siistelimaltiikal pelinyalmpaliialnnya l 

aldallalh selibalgalii beliriikut: 
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BALB I : Pelndalhulualn 

Balb iinii melirupalka ln pelinjelilalsaln siingkalt melingelinalii keliseliluruhaln da lrii 

iisii pelinuliisaln yalng diimalksudkaln selibalga lii ke liralngkal teliorii untuk 

melimudalhka ln dallalm pelinuliisaln skriipsii iinii yalng beliriisiikaln Laltalr 

Belilalkalng Malsallalh, Pelirumusaln Malsallalh, Tujualn Pelineliliitiialn, 

Malnfalalt Pelineliliitiialn, Keliralngkal Konseliptuall, Lalndalsaln Teliorelitiis, 

Melitodeli Pelineliliitiialn daln Siistelimaltiikal Pelinuliisaln.   

BALB II : Tinjalualn Umum 

  Dalla lm balb ini telrdiri dalri sub ba lb yalitu Pelrlindungaln Hukum, Halk 

ALna lk dan Eksploitasi Seksual Anak 

BALB III : Pelmba lhalsaln 

 Dalla lm balb ini telrdiri dalri sub balb melngelnali halsil pelnellitialn da ln 

pelmbalhalsaln telntalng belntuk pelrlindungaln hukum telrhaldalp halk-ha lk 

alna lk pelrelmpualn selbalgali korbaln elksploitals selksuall di Kotal Jalmbi 

selrtal kelndallal-kelnda llal alpal saljal yalng telrjaldi dallalm pelrlindunga ln 

hukum telrhaldalp halk-halk alnalk pelrelmpualn selbalgali korba ln 

elksploitalsi selksuall di Kotal Jalmbi.  

BALB IV : Pelnutup 

Paldal balb iinii beliriisiikaln balgiialn alkhiir dalrii pelinuliisaln iinii yalng telirdiirii 

dalrii kelisiimpulaln daln salraln. Kelisiimpulaln melirupalkaln jalwalba ln 

siingkalt telirhaldalp pelirmalsallalhaln yalng telilalh diirumuskaln paldal ba lb 

pelirtalmal, selida lngkaln salraln melirupalkaln sumbalngaln pelimiikiira ln 

telirhaldalp pelirmalsalla lhaln yalng telilalh diibalhals paldal balb kelidual.  

 


